MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
JI. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor . 521/DJU/PP.01.3/4/2023 Jakarta, 10 April 2022
Lampiran : 11 (sebelas) Lembar
Hal : Undangan Peserta Seminar Internasional

“Oversight Asset Recovery on Green Financial Crimes
and Transnasional Laundering on High - Risk Predicate Crimes”

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di -
Seluruh Indonesia

Menunjuk surat Sekretaris Utama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Nomor B/052/KS.01/111/2023 tanggal 31 Maret 2023, perihal undangan Peserta Seminar
Internasional “Oversight Asset Recovery on Green Financial Crimes and Transnasional
Laundering on High - Risk Predicate Crimes”, dengan ini kami minta Saudara/i untuk dapat
menugaskan Hakim Tinggi Senior untuk hadir dan mengikuti seminar internasional “ Oversight
Asset Recovery on Green Financial Crimes and Transnasional Laundering on High - Risk

Predicate Crimes” yang akan dilaksanakan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Senin /17 April 2023

Waktu : Pukul 13.30 WIB - Selesai

Link Registrasi dan Zoom : https://seminarinternasional21-apuppt.carrd.co/
Link Youtube . https://lwww.youtube.com/c/PPATKIndonesia
Agenda . terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIS UTAMA

J1. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor :  B/052/KS.01/111/2023 Jakarta, 31 Maret 2023
Sifat - Biasa

Lampiran - 2 (dua) berkas

Perihal ! Undangan Peserta Seminar Internasional "Oversight Asset Recovery on

Green Financial Crimes and Transnasional Laundering on High-Risk
Predicate Crimes”

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
di tempat

Sehubungan dengan hasil sidang pleno Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF) pada tanggal 24 Februari 2023 di Paris, diketahui bahwa FATF
menyepakati Indonesia untuk mendapatkan jalur fast track menjadi anggota penuh FATF
dengan melaksanakan action plan pada hasil Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia
2023, khususnya pada kriteria Immediate Outcomes 3 mengenai pengawasan dan
Immediate Outcomes 8 tentang perampasan aset. Dalam rangka merespon hal tersebut
serta dalam rangkaian Gerakan Nasional 21 Tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia, PPATK bermaksud untuk melaksanakan
kegiatan seminar internasional “Oversight and Asset Recovery on Green Financial Crimes
and Transnational Laundering on High-Risk Predicate Crimes in /ndonesia’.

Berkenaan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak/lbu untuk dapat menugaskan
perwakilan Pejabat/Senior Staf dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin untuk hadir
secara online (zoom atau youtube) dalam Seminar Internasional tersebut yang akan

dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal . Senin/ 17 April 2023

Waktu : Pukul 13.30 WIB — Selesai

Link Registrasi dan Zoom . https://seminarinternasional2l-apuppt.carrd.co/
Link Youtube : https://www.youtube.com/c/PPATKIndonesia
Agenda . terlampir
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Untuk konfirmasi kehadiran, dimohon kepada Bapak/lbu Perwakilan untuk dapat
melakukan registrasi melalui tautan diatas. Apabila diperlukan koordinasi lebih lanjut dapat
menghubungi Sdr. Muhammad Miftah Farid, HP: 0858-5209-2348 atau Sdri. Riana Rizka,
HP: 0857-6089-5678

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami
ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Alberd T. B. Sianipar
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Lampiran |
: B/052/KS.01/111/2023

Nomor

Tanggal : 31 Maret 2023

INTERNATIONAL SEMINAR

“OVERSIGHT AND ASSET RECOVERY ON GREEN FINANCIAL CRIMES AND
TRANSNATIONAL LAUNDERING ON HIGH-RISK PREDICATE CRIMES IN

INDONESIA”

Waktu Acara Pembicara/ PIC
12.30 — 13.30| Registrasi Peserta Penyelenggara
13.30 — 13.40| Pembukaan Acara MC
13.40 — 13.50| Tarian Nasional Penyelenggara
13.50 — 14.00 | Sambutan Acara Dr. Tuti Wahyuningsih (Deputi
Strategi dan Kerja Sama)
14.00 — 14.20| Keynote Speech by NCC Dr. lvan Yustiavandana
(Kepala PPATK)
14.20 — 14.30| Penyerahan Cinderamata Secara Simbolik MC
14.30 — 15.30| 1st Session: National Plan on Effectiveness of 1. Bruce Miyake (Expert by
AML/CFT Sanction, Dissuasive and US Embassy)
Proportional 2. Shana Krishnan (Policy
Analyst FATF)
Moderator: Ibu Judith Leona 3. Dewi Fadjarsarie (Kepala
Durasi: 15 menit per narasumber & 15 menit GPUT, OJK)
untuk diskusi
15.30 — 15.45| Break Penyelenggara
15.45-17.15| 2 Session: National Plan on Develop the 1. Nicola Critchley (Australia)
Technical and Operational Capability of 2. M. Yusfidli Adhyaksana
Investigators to Asset Recovery related to (Kepala Kejaksaan Negeri
Green Financial Crimes and Transnational Serang)
Crimes and Develop Statistic on Asset 3. Whisnu Hermawan
Confiscation Februanto (Direktur
Tipideksus Bareskrim Polri)
Moderator: Bapak Syahril Ramadhan 4. Mungki Hadi Pratikto
Durasi: 15 menit per narasumber & 15 menit (Direktur Pelacakan Aset,
untuk diskusi Pengelolaan Barang Bukti,
dan Eksekusi, KPK)
17.15-17.30| Penutupan Acara MC
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Lampiran I

Nomor : B/052/KS.01/111/2023
Tanggal : 31 Maret 2023

DAFTAR TUJUAN SURAT

A. POLRI

No POLRI

1 | Kepala Kepolisian Daerah Aceh

2 | Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara

3 | Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Barat

4 | Kepala Kepolisian Daerah Riau

5 | Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

6 | Kepala Kepolisian Daerah Jambi

7 | Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu

8 | Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan

9 | Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung

10 | Kepala Kepolisian Daerah Lampung

11 | Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

12 | Kepala Kepolisian Daerah Banten

13 | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat

14 | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah

15 | Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

16 | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur

17 | Kepala Kepolisian Daerah Bali

18 | Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

19 | Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

20 | Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

21 | Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

22 | Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

23 | Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

24 | Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara

25 | Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

26 | Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

27 | Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

28 | Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

29 | Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

30 | Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

31 | Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara

32 | Kepala Kepolisian Daerah Maluku

33 | Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat

34 | Kepala Kepolisian Daerah Papua
T8 T Gocument i sgned ueing dighal caifcate by Bals Serfiat Elekonk (ESr). Badan Sibe dan Sandi Negara (BSSN) o
3 ASEAN Lisoxesia INDONESIA MAJU TANPA PENCUCIAN UANG @

DAN PENDANAAN TERORISME



B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Z
o

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktur Kejahatan Lintas Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat

Kepala Kantor Wilayah DIJBC Khusus Kepulauan Riau

Kepala Kantor Wilayah DIJBC Sumatera Bagian Selatan

Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Olo(NO|UO|R{WIN|F

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

[N
o

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

[EEN
[EEN

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur

=
N

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur Il

=
w

Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

[EY
n

Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat

[N
(631

Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

=
(o]

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

=
\‘

Kepala Kantor Wilayah DIJBC Maluku, Papua dan Papua Barat

C. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung

No Pengadilan Tinggi

1 | Pengadilan Tinggi Banda Aceh

2 | Pengadilan Tinggi Medan

3 | Pengadilan Tinggi Padang

4 | Pengadilan Tinggi Pekanbaru

5 | Pengadilan Tinggi Jambi

6 | Pengadilan Tinggi Palembang

7 | Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

8 | Pengadilan Tinggi Bengkulu

9 | Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

10 | Pengadilan Tinggi Banten

11 | Pengadilan Tinggi Jakarta

12 | Pengadilan Tinggi Bandung

13 | Pengadilan Tinggi Semarang

14 | Pengadilan Tinggi Yogyakarta

15 | Pengadilan Tinggi Surabaya

16 | Pengadilan Tinggi Banjarmasin

17 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya

18 | Pengadilan Tinggi Pontianak

19 | Pengadilan Tinggi Samarinda

20 | Pengadilan Tinggi Makassar

21 | Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

22 | Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
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No

Pengadilan Tinggi

23

Pengadilan Tinggi Manado

24

Pengadilan Tinggi Gorontalo

25

Pengadilan Tinggi Mataram

26

Pengadilan Tinggi Denpasar

27

Pengadilan Tinggi Kupang

28

Pengadilan Tinggi Ambon

29

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

30

Pengadilan Tinggi Jayapura

31

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

32

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

33

Pengadilan Tinggi Papua Barat

34

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

D. Kejaksaan

No Kejaksaan

1 | Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI

2 | Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh

3 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

5 | Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

6 | Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi

7 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

8 | Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu

9 | Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

10 | Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

11 | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

12 | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

13 | Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta

14 | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

15 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

16 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

17 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

18 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

19 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

20 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

21 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

22 | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

23 | Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

24 | Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

25 | Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

26 | Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku

27 | Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

28 | Kepala Kejaksaan Tinggi Papua

29 | Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat

30 | Kepala Kejaksaan Tinggi Banten

31 | Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
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32

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

33

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

E. Direktorat Jenderal Pajak

No Direktorat Jenderal Pajak
1 | Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
2 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
3 | Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
4 | Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara |
5 | Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara Il
6 | Kepala Kantor Wilayah DJP Riau Dan Kepulauan Riau
7 | Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi
8 | Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka
Belitung
9 | Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung
10 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
11 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
12 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
13 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
14 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
15 | Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
16 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |
17 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Il
18 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah |
19 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah Il
20 | Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
21 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |
22 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Il
23 | Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur IlI
24 | Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
o5 | Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah
26 | Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
27 | Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara
28 | Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Dan
Maluku Utara
29 | Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
30 | Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
31 | Kepala Kantor Wilayah DJP Papua Dan Maluku
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F. Kantor Perwakilan Bank Indonesia

No Kantor Perwakilan Bank Indonesia
1 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh
2 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara
3 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat
4 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau
5 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau
6 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi
7 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu
8 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Selatan
9 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung
10 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung
11 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe
12 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar
13 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga
14 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta
15 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten
16 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat
17 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah
18 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DI Yogyakarta
19 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur
20 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon
21 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember
22 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang
23 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri
24 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo
25 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto
26 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal
27 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya
28 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali
29 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat
30 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur
31 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat
32 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah
33 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan
34 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur
35 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara
36 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan
37 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara
38 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo
39 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah
40 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat
41 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan
42 | Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara
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No

Kantor Perwakilan Bank Indonesia

43

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara

44

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku

45

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat

46

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua

G. Kantor Region OJK

No

Kantor Region OJK

1

Kepala Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten

2

Kepala Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat

w

Kepala Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah IStimewa
Yogyakarta

Kepala Kantor Regional 4 Jawa Timur

Kepala Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

Kepala Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua

Kepala Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan

Kepala Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara

Ol N|O| O B~

Kepala Kantor Regional 9 Kalimantan

H. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

No Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1 | Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
2 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh
3 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara
4 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
5 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka
Belitung
6 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu
7 | Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta
8 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
9 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta
10 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
11 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat
12 | Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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No

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

13

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara

14

Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara

15

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

16

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan
Maluku Utara

17

Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

I.  Kantor Wilayah Kemenkumham

No Kantor Wilayah Kemenkumham
1 | Kepala Sub Koordinator Kenotariatan, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
2 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
3 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara
4 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat
5 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
6 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
7 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
8 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
9 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Selatan
10 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka
Belitung
11 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
12 | Kepala BNNP DKI Jakarta
13 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
14 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
15 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
16 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta
17 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
18 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
19 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara
Barat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara
20 | Timur
21 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat
22 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
23 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
24 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
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No Kantor Wilayah Kemenkumham
25 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Utara
26 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
27 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
28 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
29 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
30 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
31 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
32 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
33 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
34 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
35 | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
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